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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar 

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam 

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.  

LKjIP Tahun 2022 yang disusun oleh Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang ini 

bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi 

pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen 

perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang 

diperlukan. 

 
B.  Landasan Hukum   

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir 

dengan  Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 32); 

8. Peraturan Bupati  Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman; 

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2021 Nomor 34); 

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35); 

 

C.  Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan LKjIP adalah: 

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada 

tahun anggaran yang lalu. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program/kegiatan. 

3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap 

pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang. 
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Tujuan penyusunan LKjIP  adalah: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

peningkatan kinerja. 

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang 

berdasarkan prinsip-prinsip good governance. 

 

D.  Aspek Strategis Organisasi 

1.  Visi dan Misi 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 

28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 

Kabupaten Magelang tahun 2005–2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang 

adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”.  Untuk 

mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan  situasi, kondisi, kekuatan, 

kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan 

kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan  moto pembangunan 

Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” disingkat 

“Gemilang”.  

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan 

Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 - 2024 adalah:  Terwujudnya Masyarakat  

Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah. Visi Kepala 

Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magelang.  
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Titik berat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 

menjalankan visi AMANAH dalam visi Bupati Magelang, konsep amanah secara 

garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen 

masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi 

perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan 

masyarakat. Amanah harus memberikan  inisiatif konsep moral, variatif, 

argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek 

agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan 

masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (high trust society). 

Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah 

akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan 

ketenteraman masyarakat. 

Terdapat 3 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalan misi Bupati Magelang 

yang ke 1, yaitu  “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera 

dan Berakhlak Mulia”. 

Dengan kata lain DPRKP 

merupakan bagian dari 

sistem pemerintahan 

Kabupaten Magelang 

dengan kewajiban 

mengemban, melaksanakan 

dan mendukung misi Kepala 

Daerah untuk mewujudkan 

visi yang telah dicita-citakan. 

2.  Letak Geografis 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, 

berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu  di Jalan Soekarno-Hatta 

Nomor 9, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh 

wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu 

kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten 

Magelang terletak diantara 110o – 01' - 51" Bujur Timur, 110o – 26' - 58" Bujur 

Timur, 7o - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7o - 42' - 16" Lintang Selatan. 
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Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung 

dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan 

dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan 

barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak 

ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.  

 

3.  Pembagian 

Wilayah 

Administrasi  

 Kabupaten 

Magelang 

secara 

administratif 

dibagi menjadi 

21 kecamatan 

yang terdiri 

dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 

1.085,73 km2 (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi 

Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan 

Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling 

kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi, secara rinci dapat 

dilihat pada gambar berikut ini :  

 

4.   Organisasi Perangkat Daerah 

a. Dasar Hukum Organisasi 

Dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor   48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

2016 Nomor 48). 

 

Ngluwar, 22.44Muntilan, 
28.61

Salam, 31.63 Tegalrejo, 35.89

Mungkid, 37.4

Ngablak, 43.8

Mertoyudan, 
45.35

Bandongan, 
45.79

Candimulyo, 
46.95Secang, 47.34

Tempuran, 49.04

Srumbung, 53.18Dukun, 53.4
Borobudur, 

54.55

Kaliangkrik, 
57.34

Windusari, 
61.65

Salaman, 68.87

Pakis, 69.56

Sawangan, 72.37

Grabag, 77.16
Kajoran, 83.41

Luas Wilayah Menurut Kecamatan (km2)
di Kabupaten Magelang
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. 

b. Tugas  dan Fungsi Organisasi 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang 

sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten 

Magelang berdasarkan Peraturan Bupati  Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tugas dan fungsi Sekretariat 

daerah adalah : 

1) Tugas  Dinas   Perumahan   Rakyat   dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten 

Magelang 

membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;  

2) Fungsi  Dinas   Perumahan   Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten 

Magelang 

a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan 

kesekretariatan; 

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; 

c. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;  

d. pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman; 

f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; 

g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang 

perumahan dan kawasan permukiman; 

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan 

dan kawasan permukiman; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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c.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, 

sebagai berikut: 

 

1) Kepala Dinas; 

2) Sekretariat, membawahi: 

a) Subbag. Program dan Keuangan 

b) Subbag.Umum dan Kepegawaian 

3) Bidang Perumahan, membawahi: 

a) Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Perumahan; 

b) Sub Koordinator Pengembangan Perumahan 

4) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi: 

a) Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Permukiman 

b) Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman 

 

 

 

d. Sumber Daya Manusia Aparatur 

Jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2022  
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sebanyak 26 orang. Secara rinci data PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 

Tabel 1.1. Jumlah PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Magelang Tahun  2022 

 

1 Pejabat Struktural 2 3                            

2 Jabatan Fungsional Umum 8 9                            

3 JFT 2 2                            

JUMLAH 12 14                           

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian.Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang bulan Desember 2022. 

 

E. Permasalahan Utama Organisasi 

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Magelang di identifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan tidak selalu sama dengan perencanaan, hal ini dikarenakan 

adanya kegagalan dalam proses pengadaan barang / jasa sehingga menimbulkan 

pergeseran pelaksanaan kegiatan; 

2. Pergeseran pelaksanaan pekerjaan menyebabkan keterbatasan waktu sehingga 

pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak maksimal dan dapat mempengaruhi mutu 

pekerjaan. 

3. Berkurangnya tenaga teknis dikarenakan banyak karyawan yang pensiun, hal ini 

menyebabkan banyak pekerjaan yang terbengkelai atau menjadi lambat 

pelaksanaannya. 

 

F. Sistematika 

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi peta permasalah utama (strategic issued) yang 

sedang dihadapi organisasi. 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

 Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi perdasarkan 

Perubahan Perjanjian  Kinerja Tahun 2022. 

B. Realisasi Anggaran 

 Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk 

mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2022. 

 

BAB IV PENUTUP 

 Penutup memuat Kesimpulan  umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan keinerja. 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 Perjanjian Kinerja (Penetapan dan Perubahan) 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN 

PERJANJIAN KINERJA 

 
 

 

 

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian 

Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  dan Kepala Daerah dalam 

melaksanakan APBD Kabupaten Magelang  berdasarkan APBD Perubahan tahun 

anggaran  2022 sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Tahun 2019 - 2024 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 
Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Meningkatnya 

ketersediaan 

rumah layak 

huni dan 

kawasan 

permukiman 

yang 

berkualitas 

Cakupan 

Hunian 

Layak dan 

Berkualitas 
persen NA 94,40 94,78 95,16 95,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Ikhtisar Perjanjian 

Kinerja 

Indikator 
Kinerja

Target 
Kinerja

Sasaran 
Strategis
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Untuk target kinerja pada tahun yang di evaluasi Perjanjian Kinerja dapat disajikan 

dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2022 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Magelang 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya ketersediaan 

rumah layak huni dan 

kawasan permukiman yang 

berkualitas 

Cakupan Hunian Layak dan 

Berkualitas 

94,78 % 

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

tahun 2022. 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan 1 (satu) 

sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 1 (satu) indikator, untuk 

melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka 

dianggarkan program-program sebagai berikut : 

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan 
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang 
 

No Program Anggaran 

1 Program Pengembangan Perumahan 112.764.310,-  

2 Program Kawasan Permukiman 128.288.000,- 

3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 10.150.000.000,- 

4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum (PSU) 

57.499.535,-  

 JUMLAH : 10.448.551.845,-  

6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.944.442.936,- 

 JUMLAH EKS BAU : 3.944.442.936.- 

 JUMLAH KESELURUHAN : 14.392.994.781,- 

Sumber : Perubahan Perjanian Kinerja DPRKP tahun 2022. 

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2022 pada Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman sebayak 6 (enam) Program dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp 14.392.994.781,- secara detail indikator kinerja dan 

penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 sebagaimana terlampir.  

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2022, dan 

tidak terdapat anggaran bersumber pada APBN dan BLN. 

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada 

tiap sasaran startegis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per 

sasaran strategis Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Magelang sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis  
Tahun 2022 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Magelang 
 

No
. 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Targe
t 

Program  Anggaran  
% 

Angga
ran 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Meningkatnya 

ketersediaan 

rumah layak huni 

dan kawasan 

permukiman yang 

berkualitas 

Cakupan 

Hunian Layak 

dan 

Berkualitas 

94,78 

% 

Program 
Pengembang
an 
Perumahan 

112.764.310,-  1 

Program 
Kawasan 
Permukiman 

128.288.000,- 1 

Program 
Perumahan 
dan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

10.150.000.000,- 97 

Program 
Peningkatan 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas 
Umum (PSU) 

57.499.535,-  1 

Jumlah 10.448.551.845,- 100 

Sumber : Perubahan Perjanian Kinerja DPRKP  tahun 2022 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 
Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman  

Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten 

Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman  Kabupaten Magelang untuk tahun 2022. Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan 

akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan 

diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis 

merupakan apa yang direncanakan.  

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi 

akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan 

dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut. 

 
A.  Pengukuran Kinerja Organisasi 

1.  Rumus Pengukuran 

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman  Kabupaten Magelang Tahun 2022 pada anggaran perubahan dan 

dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara 

membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga 

dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan 

dengan target capaian pada akhir periode RPJMD. 

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian 

kinerja berdasarkan jenis indikator, yang  dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : 

indikator  positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan  sebagai berikut:  

 

 

 

Anggaran Kinerja

AKUNTABILITAS 

KINERJA 

A. Capaian Kinerja 

Organisasi.  

B. Realisasi Anggaran   
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 Indikator Positif apabila semakin tinggi  realisasi maka semakin tinggi  capaian 

kinerja, dengan rumus: 

Persentase Capaian 
Kinerja (Indikator Positif) 

= 
Realisisasi X 100 

% Rencana 

 Indikator Negatif apabila semakin tinggi  tinggi realisasi maka semakin rendah 

capaian kinerja,  untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, 

maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang  pada indikator kinerja 

yang dinilai, dengan rumus: 

Persentase Capaian 
Kinerja 

 (Indikator Negatif) 
= 

Rencana – (Realisisasi-
Rencana) X 100 % 
Rencana 

2.  Capaian Kinerja Sasaran  

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2022 

dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 dan target kinerja hingga akhir 

periode Rentra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  pada tahun 

2022 adalah sebagai berikut: 

 

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. 

Pengukuran  dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan 

prosentase  capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja 

sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah 

dalam membaca kriteria penilaian. 

 

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan  

Predikat Realisasi Kinerja 
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Tabel 3.2 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Magelang Tahun 
2022 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Capai
an 

2021 

2021 Target 
Akhir 

Renstra 
(2024) 

Capaia
n s/d 
2022 
(%) 

Ket. 
Target 

Real
isas

i 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatnya 

ketersediaan 

rumah layak 

huni dan 

kawasan 

permukiman 

yang 

berkualitas 

Cakupan 

Hunian 

Layak dan 

Berkualitas 

68,20 

% 

94,78 94,5
9 

99,80 95,73 98,80 

 

  
 68,20 94,78 94,5

9 

99,80 95,73 98,80  

 
Pada penetapan Kinerja tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis memiliki indikator 

kinerja sebanyak 1 (satu) indikator. 

3.  Realisasi Keuangan Tahun 2022 

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasran strategis pada 

tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Realisasi Anggaran per Program dalam Pelaksanaan 

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang  

 

No Program Pagu Realisasi % 

1 2 3 4 5 

1 Program Pengembangan 
Perumahan 

112.764.310,-  70.299.137,- 62,34 

2 Program Kawasan Permukiman 128.288.000,- 115.652.865,- 90,15 

3 Program Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

10.150.000.000,- 9.348.796.945,- 92,11 

4 Program Peningkatan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 

57.499.535,-  50.316.356,- 87,51 

 Jumlah : 10.448.551.845,-  9.585.065.303,-  91,73 

Sumber : SIPKD Kabupaten Magelang 2022 
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Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman didukung  6 Program dengan jumlah anggaran Rp. 14.392.994.781,- 

realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 

13.163.940.862,- (91,46%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori 

sangat tinggi.   

B. Evaluasi Kinerja  

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2022, maka 

dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2022 terhadap 1 

(satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. 

Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Tahun 2022 yang mengacu pada 

Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

Kabupaten Magelang 2019-2024. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja 

yang disusun berdasarkan target pada tahun I dari Renstra DPRKP  2019-2024. 

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Magelang tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran 

strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan 

kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis., dimana pencapaian kinerja 

seluruh sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Pengukuran Kinerja per Sasaran 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Capai
an 

2021 

2022 
Target 
Akhir 

Renstra 
(2024) 

Capaia
n s/d 
2022 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

% 

1    Meningkatnya 

ketersediaan 

rumah layak 

huni dan 

kawasan 

permukiman 

yang 

berkualitas 

Cakupan 

Hunian 

Layak dan 

Berkualitas 

68,20 % 

94,78 
94,59 

99,8
0 

95,73 98,80 

 68,20 % 

94,78 
94,59 

99,8
0 

95,73 98,80 
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Penunjang keberhasilan : dukungan Tim Pelaksana Kegiatan dari Kecamatan dan 

Desa  

Solusi :  

-  Penganggaran setelah kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk 

alokasi penanganan RTLH. 

-  Koordinasi dengan BPBD untuk penyediaan data hunian pasca bencana yang 

harus ditangani. 

-  Penyediaan rumah MBR dapat melebihi target 

 

Kegiatan yang menunjang:   :   

Sub Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap 

tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman 

kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan indikator Jumlah rumah yang 

tertangani dari target 787 unit rumah tercapai 714 unit rumah.  

 

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Capaian Program Anggaran Realisasi % 
Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Meningkatnya 

ketersediaan 

rumah layak 

huni dan 

kawasan 

permukiman 

yang 

berkualitas 

Cakupan 

Hunian 

Layak dan 

Berkualitas 

99,80 Program 
Pengembangan 
Perumahan 

112.764.310,-  70.299.137,- 62,3
4 

37,46% 

Program Kawasan 
Permukiman 

128.288.000,- 115.652.865,- 90,1

5 

9,65% 

Program 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman Kumuh 

10.150.000.000
,- 

9.348.796.945,- 92,1
1 

7,69 % 

Program 
Peningkatan 

Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum 
(PSU) 

57.499.535,-  50.316.356,- 87,5
1 

12,29% 

 Jumlah 10.448.551.84
5,-  

9.585.065.303,-  91,7
3 

8,07 %  

    Program Penunjang 
urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

3.944.442.936
,- 

3.578.875.559 90.7
3 

9,07 % 

 Jumlah Eks BAU 3.944.442.936

,- 

3.578.875.559 90.7

3 

9,07 % 

 Jumlah keseluruhan 14.392.994.78

1 

13.163.940.86

2 

91,4

6 

8,34 % 

Sumber : DPRKP tahun 2022, data diolah 

 

Pada Tabel 3.5. ini dapat  kami sampaikan bahwa  capaian kinerja semua  

kegiatan yang ada pada seluruh  program sudah dapat kami laksanakan 
sesuai dengan target yang telah di tentukan yakni sudah mencapai 100 

sedangkan untuk realisasi keuangan kami mencapai 91,46% disini dapat 

disimpulkan bahwa pada PD kami terdapat efisiensi sejumlah 8,34 %. 
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BAB IV 

P E N U T U P 

   

A.  Tinjauan Umum Keberhasilan 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian dari visi dan 

misi serta dalam mewujudkan good  governance pada Instansi Pemerintah. Tujuan 

disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah untuk memberikan gambaran tingkat capaian 

kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun  dilihat dari 

pemanfaatann sumber daya termasuk didalamnya  pemanfaatan  anggaran. 

  

Capaian kinerja indikator Sasaran Strategis di Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman tahun 2022 telah mencapai 99,80 % termasuk dalam kategori 

sangat Tinggi dengan rata – rata kinerja 100 %. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 

dengan tahun 2021 mengalami tren capaian indikator yang  sama yakni 100 % meskipun 

demikian kami akan selalu meningkatkan kinerja baik fisik maupun keuangan agar 

realisasinya akan semakin baik. Pelaksanaan Sasaran Strategis   Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman yang didukung 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) 

Kegiatan  dengan jumlah anggaran  Rp. 14.392.994.781,- dan realisasi anggaran dalam 

menunjang sasaran strategis  sebesar Rp. 13.163.940.862,-  ( 91,46 % ) , prosentase 

realisasi keuangan masuk dalam kategori sangat baik. Harapan kami untuk tahun-tahun 

mendatang LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dana tau kegagalan menjalnkan 

misi dan sasaran strategis Organisasi juga dapat digunakan sebagai upaya memantauu 

usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik. 
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	Titik berat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah menjalankan visi AMANAH dalam visi Bupati Magelang, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci k...
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